
 

 

 

 

BUPATI KEEROM 
PROVINSI PAPUA 

 
PERATURAN BUPATI KEEROM               

NOMOR  30 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEEROM, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 

Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 

Teluk Wobdama di Propinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 60); 
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  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

112); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 363); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Keerom Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 81). 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
  PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Keerom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

6. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah 
pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasikeuangan daerah, dan 
informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk 

dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat dengan SHS adalah harga 
satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat 
kemahalan regional. 
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8. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP 

 

Pasal 2 

 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah 
untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 
akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja daerah. 

(3) Peraturan Bupati ini Memperhatikan Prinsip: 

a. Efesiensi; 

b. Efektifitas; 

c. Kepatuhan; dan 

d. Kewajaran. 

(4) Komponen penyesuaian harga Standar Harga Satuan meliputi :  

a. Inflasi merupkan asumsi inflasi Tahun 2024 yang diperoleh dari Buku II 
Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun 2024; 

b. Pajak merupkan besaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 % (prosen) 

a. Profit atau keuntungan merupakan besaran keuntungan yang diperoleh 
penyedia barang sebesar 10% (prosen) 

 

 

BAB III 

STANDAR HARGA SATUAN 

 

Pasal 3 

 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 
2024. 

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi: 

a. Satuan biaya honorarium; 

b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 

c. Satuan biaya rapat/pertemuan dalam dan luar kantor; 

d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; 

e. Satuan biaya pemeliharaan; 

f. Satuan Harga Barang; dan 

g. Satuan HSPK. 

(3) Penyelenggaraan SHS berbasis SIPD, yang terdiri dari: 

a. Standar Belanja Umum (SBU); 

b. Standar Harga Satuan (SHS); 

c. Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK). 

 

 

 

Pasal 4 

 

(1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2024. 

(2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besamya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan 
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; 
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b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD 2024. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan 
anggaran kegiatan; dan 

b. perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi 
tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar harus ditetapkan 
oleh Keputusan Bupati. 

 

 

 

Pasal 5 

 
(1) Dalam hal satuan biaya belanja barang dan jasa dan/atau biaya belanja modal 

tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini atau nilainya melebihi Satuan Harga 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran dapat 

menggunakan standar biaya lain yang relevan atau menggunakan harga barang 
dan jasa sesuai dengan harga pasar yang ditambahkan dengan Komponen 
penyesuaian harga Standar Harga Satuan sesuian dengan Ayat (4) Pasal 2 

(2) Barang-barang yang sudah terdaftar di E-Catalog LKPP maka harganya dapat 
mengikuti harga yang sebagaimana tercantum di E-Catalog LKPP ditambah 
dengan nilai asumsi inflasi yang berlaku pada saat penetapan peraturan ini. 

(3) Usulan penetapan harga pasar dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(4) Usulan penetapan harga pasar harus mengunakan Standar Operasional 
Prosedur Penyusunan Standar Harga Satuan yang berlaku; 

(5) Pengajuan sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) harus ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

 

 

Pasal 6 

 

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi standar biaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka: 

(a) penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga 
yang berlaku saat itu; dan 

(b) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan 
pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sejak 
proses Perencanaan sampai dengan pembayaran. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
Keerom ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom. 

 
Ditetapkan di Arso 
pada tanggal 3 Oktober 2023 

 
BUPATI KEEROM, 
        

      CAP/TTD 
 

PITER GUSBAGER 
Diundangkan di Arso 
Pada tanggal 4 Oktober 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM 
                          

                          CAP/TTD 
 

                 TRISISWANDA INDRA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR  370      
 

                

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 

 
PREGUSTINA DUMA, SH 

       NIP. 19810314 200605 2 002 

 
 


